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KAJIAN TEORITIS

Tentang Implementasi Perlindungan Hukum

Secara yuridis, Undang-Undang Perlindungan Guru dan Dosen telah
termuat dalam UU No.14 tahun 2005. Hal ini terlihat jelas pada Bab VI pasal
39 yang menyebutkan bahwa Pemerintah, masyarakat, organisasi profesi,
dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru
dalam pelaksanaan tugas. Adapun maksud Perlindungan Profesi yang
diamanatkan dalam UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah
perlindungan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, pemberian imbalan
yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan
terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat
guru dalam melaksanakan tugasnya. Sementara perlindungan keselamatan dan
kesehatan kerja meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan

kerja, kecelakaan kerja, kesehatan, dan/atau resiko lainnya.

Menurut C.S.T. Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya
Hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan
rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai
ancaman dari pihak manapun.Perlindungan secara khusus yang diberikan oleh
hukum terhadap Profesi guru, secara jelas tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Sesuai dengan pasal 28 D Undang-Undang dasar republik indonesia yang

berbuyi:

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta endapat imbalan dan perlakuan
yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam

pemerintahan.



4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaan.

Dari bunyi Pasal 28 D diatas, tampak jelas bahwa perlindungan yang
diberikan oleh Undang — undang terhadap profesi guru sudah sedemikian rupa,
sehingga apabila ketentuan tersebut dilaksanakan, maka guru dapat
melaksanakan tugas profesinya dengan nyaman dan terbebas dari berbagai

bentuk ancaman dan ketakutan.

Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikankepada
masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh
hukum atau dengan kata lain ‘“mengatakanperlindungan hukum adalah
berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk
memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan
berbagai ancaman dari pihak manapun” (Satjipto Rahardjo, Loc Cit,hIm 74).

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk
melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang
tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan
ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya
sebagai manusia. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan
untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau
kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan
adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan
hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya
perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum,
terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh
manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia

serta lingkungannya.
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Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk
melakukan suatu tindakan hukum. Hukum berfungsi sebagai pelindungan
kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus
dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung
normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan
melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian
hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap
tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian
hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman
dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan
penegakkan hukum.

Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi
manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan
menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan
perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem
raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam
kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan
terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman,
kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk
melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang
tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan Kketertiban dan
ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya
sebagai manusia. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan
untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau
kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan
adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

B . Dasar Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Guru

Perlindungan secara khusus yang diberikan oleh hukum terhadap profesi

guru secara jelas tecantum dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005

Tentang Guru dan Dosen, dimana dalam pasal 39 disebutkan bahwa:
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1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau
satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam
pelaksanaan tugas.

2) Perlindungan sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan
hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan
kesehatan kerja.

3) Perlidungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup
perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, ancaman,
perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak
peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak
lain.

4) Perlindungan profesi sebagimana dimaksud pada ayat (2) mencakup
perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak
wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap
profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru
dalam melaksanakan tugas.

5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan
keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada saat kerja, bencana
alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain.

Dari bunyi ketentuan Pasal 39 diatas, tampak jelas bahwa
perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap profesi guru

sudah sedemikian rupa, sehingga apabila ketentuan tersebut
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dilaksanakan, maka guru dapat terbatas dari sebagai bentuk ancaman dari
ketakutan.
C. Tujuan Perlindungan Hukum

Seperti yang tercantum pada pasal 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen,
tujuan dari perlindungan huku adalah antara lain melindungi profesi para guru

dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, antara lain sebagai contoh:

1. Perlindungan dalam hal saat menjalankan pekerjaan
2. Perlindungan saat mengemukakan pendapat di muka umum
3. Perlindungan dalam hal ketidaklayakan gaji yang di terima
4. Perlindungan dalam hal kriminalisasi yang dilakukan oleh orangtua
murid/muridnya sendiri
5. Perlindungan dalam hal jika terjadi tindakan kekerasan yang
dilakukan oleh orangtua murid/murid itu sendiri
D. Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Guru
Pada ini guru dilaporkan melanggar hak perlindungan anak ketika ketika
memberikan sanksi pelanggaran displin terhadap siswa, seperti dijewer,
dipukul, dibentak, disuruh lari mengililingi halaman sekolah, disuruh push up
beberapa kali, disuruh menghormat bendera dalam kondisi cuaca panassampai
akhir pelajaran, membersihkan toilet, dan sebagainya. Jenis-jenis hukuman
disiplin seperti yang masa lampau dianggap biasa atau lumrah dalam dunia
pendidikan, sat ini dinilai tidak lagi mendidik dan bahkan dianggap melanggar

Undang-undang Perlindungan Anak.

Sanksi disiplin seperti itu, dulu tidak dianggap sebagai pelanggaran
hukum, tetapi kini guru harus semakin hati-hati dalam memberikan hukuman
disiplin kepada siswa. Hukuman disiplin yang diberikan kepada siswa harus
berpedoman kepada tata tertib sekolah dan Undang-undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlidungan Anak.

Pasal yang biasanya dijadikan rujukan dalam laporan pengaduan

kekerasan terhadap anak oleh guru adalah pasal 54 UU No. 23 Tahun 2002
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tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “anak di dalam dan di
lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan
oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temanya di dalam sekolah yang

bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.”

Adapun jenis-jenis kekerasan tercantum pada pasal 69, yaitu kekerasan
fisik, psikis, dan seksual. Sedangkan pada situs Wikipedia disebutkan ada
empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak, yaitu : (1) pengabaian,
(2) kekerasan fisik, (3) pelecehan emosional/psikologis, dan (4) pelecehan

seksual anak.

Tindakan hukuman disiplin yang dilakukan oleh guru, yang pada waktu
dulu dianggap biasa-biasa saja, kini dinilai melanggar HAM. Akibtanya guru
seperti menghadapi dilema, disatu sisi dia harus menegakkan disiplin dan tata
tertib sekolah, sementara disisi lain, khawatir dikriminalisasi oleh orang tua

atau LSM pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak.

Dampak dari dilema tersebut, akhirnya guru menjadi kurang tegas
terhadap siswa yang nakal atau melanggar tata tertib sekolah. Siswa-siswa
nakal tersebut dibiarkan saja, dari pada nantinya guru terkena masalah hukum.
Ketidaktegasan guru berdampak terhadap semakin rendahnya wibawa guru di
hadapan siswa, khususnya di kalangan siswa-siswa yang nakal. Mereka
semakin seenaknya melanggar tata tertib sekolah, karena toh tidak akan
dihukum. Guru akhirnya cari aman, tidak mau pusing dengan urusan sikap,
perilaku, etika, dan sopan santun siswa (walau hatinya mungkin
memberontak). Datang ke sekolah hanya mengajar, sampaikan materi sampai

habis jam pelajaran, dan pulang. Intinya asal gugur kewajiban.

Tentang Profesi Guru
1. Pengertian Profesi Guru

Profesi guru adalah termasuk profesi tua di dunia. Pekerjaan mengajar
telah ditekuni oleh sejak lama. Perkembangan profesi guru sejalan dengan
perkembangan masyarakat. Dalam Undang—Undang No0.14/2005 dikatakan
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bahwa profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang

dilaksanakan berdasarkan prinsip—prinsip yaitu:

a) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealism

b) Memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan,
keimanan, ketakwaan, dan akhlag mulia

c) Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai
dengan bidang tugas

d) Memiliki kompotensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas

e) Memilki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan

f) Memperoleh penghasilan yang sesuai ditentukan sesuai dengan

profesi kerja

g) Memilki kesempatan untuk mengembangkan keprofesioanal

secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat

h) Memiliki jaminan perlindungan hokum dalam menjalankan tugas

keprofesionalan

i) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan

mengatur hal — hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan
pendidik guru.

Bila memperhatikan substansi UU No. 14 / 2005 dan kecenderungan
animo masyarakat terhadap profesi guru dalam tahun terakhir (2005 — 2009)
menunjukan semakin meningkat. Jika sebelumnya profesi ini banyak digeluti
kalangan berlatarbelakang atas social ekonomi menengah kebawah, Kini,
profesi ini mulai diminati sebagian kalangan social ekonomi menengah.
Perubahan kecenderungan minat menjadi pendidik atau guru terlepas dari
alasan dan factor yang mendorongnya, seperti; adanya perbaikan kesejahteraan
guru setelah memperoleh sertifikasi guru, sesuai dengan Undang — Undang
No.14 / 2005.

Kata * profesional’’ berasal dari kata sifat yang bersifat  pencaharian
dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti
guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat

professional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang
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khusus dipersipakan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakuakan oleh

mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain.

Dengan Dbertitik tolak pada pengertian ini, maka pengertian guru
profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus
dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya
sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Atau denagn kata lain, guru
professional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan yang baik, serta
memilki pengalaman yang kaya di bidangnya. Ciri — ciri pekerjaan dapat

disebut sebagai profesi.

Setidak — tidaknya ada lima hal suatu pekerjaan dapat dibilang sebagai

sebuah profesi:

a) Adanya pengakuan oleh masyarakat dan pemerintah mengenai
bidang layanan tertentu, dan hanya dapat dilakukan oleh mereka
yang mempunyai keahlian tertentu pula.

b) Bidang ilmu pengetahuan yang menjadi landasan teknik prosedur
kerja yang unik yang memilki karakteristik yang berbeda dengan
bidang pekerjaan lainnya.

c) Memerlukan proses persiapan yang sengaja dan sistematika
sebelum orang mengerjakan professional tersebut.

d) Memilki mekanisme yang diperlukan untuk melakukan seleksi
secara efektif.

e) Memilki organisasi profesi yang dapat melindungi anggotanya,
serta berfungsi untuk menyakinkan pihak lain yang terkait bahwa
para anggota profesi tersebut dapat menyelenggarakan layanan
keahlian yang terbaik.

Profesionalisme guru didukung oleh tiga hal yang amat sangat penting,
tiga hal tersebut adalah keahlian, komitmen dan keterampilan. Untuk dapat
meningkatkan tugasnya dengan baik pemerintah serta memperbarui Undang —
Undang tentang keguruan baik secara langsung maupun yang diatur dalam
Permendiknas. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan

pengetahuan khusus dan sering kali juga persiapan akademis yang intensif dan
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lama. Etika profesi adalah semacam standar aturan perilakudan moral, yang
mengikat tertentu.Ruang gerak seorang profesional ini akan diatur melalui

etika profesi yang distandarkan dalam bentuk kode etik profesi.

Di sekolah kedudukan guru erat kaitannya dengan kepalas sekolah,
adapun kepala sekolah adalah secara etimologi adalah guru yang memimpin
sekolah. Berarti secara terminology kepala sekolah dapat diartikan sebagai
tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu
sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana
terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima

pelajaran.

Kepala sekolah adalah pimpinan tertinggi di sekolah. Pola kepemimpinan
nya akan sangat berpengaruh bahkan sangat menentukan kemajuan sekolah.

Adapun kepala sekolah memiliki fungsi sebagai berikut ;

a) Kepala sekolah sebagai educator (pendidik).
b) Kepala sekolah sebagai manajer.

c) Kepala sekolah sebagai administrator.

d) Kepala sekolah sebagai supervisor.

e) Kepala sekolah sebagai leader.

f) Kepala sekolah sebagai inovator.

g) Kepala sekolah sebagai motivator.

2. Tentang UU Nomor 14 Tahun 2005

A. Latar Belakang Lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2005

Undang-undang nomer 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
sebagai ganti undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang nomer 2 tahun
1989. undang-undang nomer 20 tahun 2003 merupakan undang-undang yang
lahir karena tuntutan reformasi dilndonesia yang secara umum mentutut
diterapkannya prinsip demokrasi, desintralisasi keadilan dan menjunjung
tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara , dalam
hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan
dampak mendasar pada kandungan, proses dan manajemen sistem pendidikan.

Tuntunan pembaharuan sistem pendidikan antara lain pembaharuan kurikulum
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yaitu diverifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah

yang beragama.

Lahirnya undang-undang no 14 tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005,
tidak lepas dari peran PGRI sebagai organisasi guru PGRI melakukan berbagai
tindakan untuk mewujudkan adanya undang-undang tersebut. Perjuangan
PGRI tersebut secara kronologis adalah sebagai berikut, (dikutip dari undang-
undang republic Indonesia nomer 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen,
diperbanyak oleh pengurus besar persatuan guru republic Indonesia, 2006, V-
XVII).

Sejak berdiri PGRI diawali kemerdekaan dirasa adanya diskriminatasi
terhadap guru sebagai warisan kolonial Belanda. Karena itu PGRI
mengupayakan agar guru memiliki status dan kesejahteraan yang memadahi
serta tidak berkotak-kotak. Akar masalah adanya perlakuan terhadap guru
seperti itu adalah karena tidak adanya dasar hukum yang pasti dan mendasar
tentang guru, maka salah satu amanat kongres PGRI XVIII di Bandung bulan
nopember tahun1998 adalah memperjuangkan adanya undang-undang tentang
guru. Tanggal 4 Januari 1999 pengurus PGRI hasil kongres XVIII diBandung
melakukan audensi dengan mendikbud Yuswono Sudarsono, salah satu
menteri pembicaranya adalah amanat kongres tentang undang-undang guru,

ternyata mendapat sambutan baik.

Tanggal 6 Januari 1999 pengurus PGRI hasil kongres XVIII diBandung
melakukan audiensi denga presiden BJ Habibie yang didampingi Mendikbud
Yuwono Sudarsono diistana merdeka meteri yang disampaikan adalah amanta
kongres tentang undang-undang tentang guru hal ini juga mendapatkan

sambutan baik dan presiden Habibie

Pokok-pokok perlindungan hukum terhadap guru yang sesuai dengan UU
Nomor 14 tahun 2005

Undang-undang nomer 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
sebagai ganti undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang nomer 2 tahun
1989. undang-undang nomer 20 tahun 2003 merupakan undang-undang yang

lahir karena tuntutan reformasi dilndonesia yang secara umum mentutut
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diterapkannya prinsip demokrasi, desintralisasi keadilan dan menjunjung
tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara , dalam
hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan
dampak mendasar pada kandungan, proses dan manajemen sistem pendidikan.
Tuntunan pembaharuan sistem pendidikan antara lain pembaharuan kurikulum
yaitu diverifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah
yang beragama.

Lahirnya undang-undang no 14 tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005,
tidak lepas dari peran PGRI sebagai organisasi guru PGRI melakukan berbagai
tindakan untuk mewujudkan adanya undang-undang tersebut Perjuangan PGRI
tersebut secara kronologis adalah sebagai berikut, (dikutip dari undang-undang
republic Indonesia nomer 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, diperbanyak
oleh pengurus besar persatuan guru republic Indonesia, 2006, V-XVIII).

Sejak berdiri PGRI diawali kemerdekaan dirasa adanya diskriminatasi
terhadap guru sebagai warisan kolonial Belanda. Karena itu PGRI
mengupayakan agar guru memiliki status dan kesejahteraan yang memadahi
serta tidak berkotak-kotak. Akar masalah adanya perlakuan terhadap guru
seperti itu adalah karena tidak adanya dasar hukum yang pasti dan mendasar
tentang guru, maka salah satu amanat kongres PGRI XVII1 di Bandung bulan
nopember tahun1998 adalah memperjuangkan adanya undang-undang tentang
guru. Tanggal 4 Januari 1999 pengurus PGRI hasil kongres XVIII diBandung
melakukan audensi dengan mendikbud Yuswono Sudarsono, salah satu
menteri pembicaranya adalah amanat kongres tentang undang-undang guru,
ternyata mendapat sambutan baik.

Tanggal 6 Januari 1999 pengurus PGRI hasil kongres XVIII diBandung
melakukan audiensi denga presiden BJ Habibie yang didampingi Mendikbud
Yuwono Sudarsono diistana merdeka meteri yang disampaikan adalah amanta
kongres tentang undang-undang tentang guru hal ini juga mendapatkan
sambutan baik dan presiden Habibie.

Berlandaskan UUD 1945 dan UU No 9 tahun 1999 Pasal 3 ayat 2 tentang
Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat
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kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Sesuai dengan
politik hukum UU tersebut, bahwa manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan
Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam
semesta dengan penuh ketakwaan dan tanggung jawab untuk kesejahteraan
umat manusia. Oleh pencipta-Nya, manusia dianugerahi hak asasi untuk
menjamin keberadaan harkat dan martabat, kemuliaan dirinya serta
keharmonisan lingkungan.

Bahwa hak asasi manusia, termasuk hak-hak guru, merupakan hak dasar
yang secara koderati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan
langgeng. Oleh karena itu hak-hak manusia, termasuk hak-hak guru harus
dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau
dirampas oleh siapapun. Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk
menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi universal tentang hak asasi
manusia yang ditetapkan oleh PBB serta berbagai instrumen internasional
lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh Indonesia. Di samping hak
asasi manusia juga dikenal kewajiban dasar manusia yang meliputi: (1)
kepatuhan terhadap perundang-undangan, (2) ikut serta dalam upaya
pembelaan negara, (3) wajib menghormati hak-hak asasi manusia, moral, etika
dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Selanjutnya, sebagai wujud tuntutan reformasi (demokrasi, desentralisasi, dan
HAM), maka hak asasi manusia dimasukkan dalam UUD 1945.

Salah satu hak guru adalah hak memperoleh perlindungan dalam
melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Pada Pasal 39 UU
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bagian 7 tentang
Perlindungan, disebutkan bahwa banyak pihak wajib memberikan

perlindungan kepada guru, berikut ranah perlindungannya seperti berikut ini.

1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau
satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam

pelaksanaan tugas.
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Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan

profesi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

. Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan,

ancaman, perlakuan diskriminatif, diskriminatif, intimidasi atau
perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik,

masyarakat, birokrasi atau pihak lain.

. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap PHK yang tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang
tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan
terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat

menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan

terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran
pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau

resiko lain.

Berdasarkan amanat Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen seperti disebutkan di atas, dapat dikemukakan ranah perlindungan

hukum bagi guru. Frasa perlindungan hukum yang dimaksudkan di sini

mencakup semua dimensi yang terkait dengan upaya mewujudkan kepastian

hukum, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi guru dalam menjalankan

tugas-tugas profesionalnya.

Perlindungan hukum

Semua guru harus dilindungi secara hukum dari segala anomali atau

tindakan semena-mena dari yang mungkin atau berpotensi menimpanya dari

pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan hukum dimaksud

meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang

tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain, berupa:

a
b.

e o

tindak kekerasan,
ancaman, baik fisik maupun psikologis
perlakuan diskriminatif,

intimidasi, dan
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e. perlakuan tidak adil

Perlindungan profesi

Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan
hukubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam
penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan
pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam
melaksanakan tugas. Secara rinci, subranah perlindungan profesi dijelaskan

berikut ini.

a. Penugasan guru pada satuan pendidikan harus sesuai dengan bidang
keahlian, minat, dan bakatnya.

b. Penetapan salah atau benarnya tindakan guru dalam menjalankan tugas-
tugas profesional dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat
Dewan Kehormatan Guru Indonesia.

c. Penempatan dan penugasan guru didasari atas perjanjian kerja atau
kesepakatan kerja bersama.

d. Pemberian sanksi pemutusan hubungan kerja bagi guru harus mengikuti
prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
atau perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

e. Penyelenggara atau kepala satuan pendidikan formal wajib melindungi
guru dari praktik pembayaran imbalan yang tidak wajar.

f. Setiap guru memiliki kebebasan akademik untuk menyampaikan
pandangan.

g. Setiap guru memiliki kebebasan untuk:

1) mengungkapkan ekspresi,

2) mengembangkan kreatifitas, dan

3) melakukan inovasi baru yang memiliki nilai tambah tinggi dalam
proses pendidikan dan pembelajaran.

h. Setiap guru harus terbebas dari tindakan pelecehan atas profesinya dari
peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak

lain.
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i. Setiap guru yang bertugas di daerah konflik harus terbebas dari
berbagai ancaman, tekanan, dan rasa tidak aman.
J. Kebebasan dalam memberikan penilaian kepada peserta didik,
meliputi:
1) substansi,
2) prosedur
3) instrumen penilaian, dan
4) keputusan akhir dalam penilaian.
k. Ikut menentukan kelulusan peserta didik, meliputi:
1) penetapan taraf penguasaan kompetensi,
2) standar kelulusan mata pelajaran atau mata pelatihan, dan
3) menentukan kelulusan ujian keterampilan atau kecakapan khusus.
I. Kebebasan untuk berserikat dalam organisasi atau asosiasi profesi,
meliputi:
1) mengeluarkan pendapat secara lisan atau tulisan atas dasar
keyakinan akademik,
2) memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi atau asosiasi
profesi guru, dan
3) bersikap kritis dan obyektif terhadap organisasi profesi.
m. Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan
formal, meliputi:
1) akses terhadap sumber informasi kebijakan,
2) partisipasi dalam pengambilan kebijakan pendidikan pada tingkat
satuan  pendidikan formal, dan
3) memberikan masukan dalam penentuan kebijakan pada tingkat yang

lebih tinggi atas dasar pengalaman terpetik dari lapangan.

3. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan
terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada
waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain.
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Beberapa hal krusial yang terkait dengan perlindungan keselamatan dan

kesehatan kerja, termasuk rasa aman bagi guru dalam bertugas, yaitu:

a. Hak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam

melaksanakan tugas harus mampu diwujudkan oleh pengelola
satuan pendidikan formal, pemerintah dan pemerintah daerah.

Rasa aman dalam melaksanakan tugas, meliputi jaminan dari
ancaman psikis dan fisik dari peserta didik, orang tua/wali peserta
didik, atasan langsung, teman sejawat, dan masyarakat luas.
Keselamatan dalam melaksanakan tugas, meliputi perlindungan
terhadap :

1) resiko gangguan keamanan Kerja,

2) resiko kecelakaan kerja,

3) resiko kebakaran pada waktu kerja,

4) resiko bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau

5) resiko lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan mengenai ketenagakerjaan.

d. Terbebas dari tindakan resiko gangguan keamanan kerja dari peserta

didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

e. Pemberian asuransi dan/atau jaminan pemulihan kesehatan yang

ditimbulkan akibat:

f.

1) kecelakaan kerja,

2) kebakaran pada waktu kerja,

3) bencana alam,

4) kesehatan lingkungan kerja, dan/atau

5) resiko lain.

Terbebas dari multiancaman, termasuk ancaman terhadap kesehatan

kerja, akibat:

1)  bahaya yang potensial,

2) kecelakaan akibat bahan kerja,

3)  keluhan-keluhan sebagai dampak ancaman bahaya,
4)  frekuensi penyakit yang muncul akibat kerja,

5)  resiko atas alat kerja yang dipakai, dan



24

6) resiko yang muncul akibat lingkungan atau kondisi tempat
kerja.
Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pengakuan HaKl di Indonesia telah dilegitimasi oleh peraturan
perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Merk, Undang-Undang
Paten, dan Undang-Undang Hak Cipta. HaKI terdiri dari dua kategori yaitu:
Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Paten,
Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang
dan Varietas Tanaman. Bagi guru, perlindungan HaKI dapat mencakup:

a. hak cipta atas penulisan buku,

b. hak cipta atas makalah,

c. hak cipta atas karangan ilmiah,

d. hak cipta atas hasil penelitian,

e. hak cipta atas hasil penciptaan,

f. hak cipta atas hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni, serta sejenisnya, dan;
g. hak paten atas hasil karya teknologi

Kebijakan Pemerintah Untuk Melindungi Profesi Guru
Pemerintah memberikan kebijakan terkait perlindungan guru dalam PP
No.74 tahun 2008 dalam bagian Kesembilan Perlindungan dalam

Melaksanakan tugas dan Hak atas Kekayaan Intelektual Pasal 40

1) Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas
dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru,
dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru melalui
perlindungan: a. hukum; b. profesi; dan c. keselamatan dan kesehatan

kerja.
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3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah
Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 41

1) Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak
kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau
perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik,
Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

2) Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap
pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar,
pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap
profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat
menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.

3) Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan
kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan
terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan Kkerja,
kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan
kerja dan/atau resiko lain. Pasal 42 Guru memperoleh perlindungan
dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.



